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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan pada bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Benda virtual dapat diberlakukan ketentuan kedudukan berkuasa karena benda

virtual merupakan

a) benda yang ada dalam perdagangan;

b) bukan merupakan hak pengabdian tanah;

kedua unsur tersebut dilihat dari permusan mengenai benda yang dapat

diperuntuki kedudukan berkuasa berdasarkan ketentuan kedudukan berkuasa

di Indonesia. Dengan demikian  terhadap kedudukan berkuasa terhadap benda

virtual dalam permainan daring memiliki dua fungsi yakni fungsi polisonil

(yudisial) dan fungsi kebendaan (zakenrechttelijk).

Baik kedudukan berkuasa beritikad baik ataupun kedudukan berkuasa

beritikad tidak baik atas benda virtual mendapat mendapat perlindungan

hukum, tetapi dari fungsi kebendaan (zakenrechtelijk) ada perbedaan dalam

hal sebagai berikut :

a) Kemungkinan untuk menjadi pemilik ;

b) Hak untuk memperoleh hasil dari bendanya ; dan

c) Hak untuk mendapat ganti kerugian.
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Bezitter yang beritikad baik, dapat memperoleh ketiga hak tersebut,

sedangkan bezitter yang beritikad tidak baik kemungkinan hak yang kedua

atau hak yang ketiga saja.

2. asas pemegang benda bergerak adalah pemilik dari benda itu dapat

diberlakukan terhadap benda virtual dalam kedudukan berkuasa. Namun

dikarenakan adanya unsur pembuktian, pada permainan daring dibuktikan

berdasarkan ketentuan EULA .

3. Jual beli merupakan salah satu peristiwa perdata untuk memindahkan hak

milik. hanya seorang pemilik sajalah yang dapat mengalihkan hak milik atas

suatu benda. Hal ini dikarenakan  asas hukum, yang disebut Asas Nemoplus

Yuris yakni hanya boleh mengalihkan apa yang menjadi haknya dan tidak

boleh mengalihkan sesuatu melebihi apa yang menjadi hak nya. sehingga

Bezitter yang bukan selaku pemilik benda virtual tidak dapat melakukan

pengalihan benda virtual melalui jual beli.

5.2. Saran

1. Penyedia jasa permainan daring seharusnya membuat ketentuan yang jelas

pada EULA mengenai status benda virtual itu dikalangan para pemain dan

juga pengembang/penyedia jasa permainan daring agar terjaminnya

kepastian hukum bagi para pihak.

2. Penyedia jasa permainan daring seharusnya menyatakan dengan tegas di

dalam EULA mengenai ketentuan mengenai boleh atau tidaknya pemain

memperjual-belikan benda virtual yang mereka kuasai.
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3. Penyedia jasa permainan daring seharusnya menyatakan dengan tegas di

dalam EULA mengenai status pemain yang telah membeli benda virtual

melalui fitur transaksi jual-beli benda virtual yang disediakan penyedia

jasa permainan daring tersebut  dikarenakan Jual beli merupakan salah

satu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik.

4. Pemerintah Indonesia perlu mengatur ketentuan aturan mengenai benda

virtual agar lebih jelas dan tegas mengenai ketentuan hukum benda virtual

tersebut.

.
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